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BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan yang diangkat oleh penulis yaitu

perlindungan hak perempuan korban perbuatan asusila, maka oleh penulis

dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

Hukum pidana berdasarkan peraturan pelaksanaan telah memberikan

perlindungan hak bagi perempuan korban perbuatan asusila meskipun

masih sangat terbatas yaitu antara lain diberikannya perlindungan atas

keamanan pribadi dan keluarga, korban diikut sertakan dalam

menentukan perlindungan dan dukungan keamanan, memberikan

keterangan tanpa tekanan, mendapatkan penerjemah, mendapatkan

informasi perkembangan kasus serta adanya pemberian hak atas

restitusi dan Psiko-sosial yang diterima oleh korban.

B. Saran

Dari hasil kesimpulan diatas maka penulis mempunyai saran sebagai

berikut :

1. Bagi Pemerintah khususnya pemegang kekuasaan di bidang legislatif

lebih bisa memprioritaskan keadilan terhadap kaum perempuan dengan

cara membuat peraturan perundang-undangan khusus yang secara khusus

bagi kaum perempuan korban kejahatan asusila sehingga menciptakan

keadilan, kepastian serta ketertiban bagi kaum perempuan.
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2. Bagi aparat penegak hukum terus ditingkatkan pemberdayakan dan

menciptakan payung hukum untuk memberi perlindungan khusus bagi

kaum perempuan jika terjadi perbuatan asusila dikarenakan kaum

perempuan rentan menjadi korban. Sehingga memberikan rasa aman dan

keadilan bagi kaum perempuan.

3. Bagi masyarakat diharapkan mengurangi sikap diskriminasi terhadap

kaum perempuan apabila menjadi korban perbuatan asusila sehingga

kaum perempuan tidak merasa dikucilkan.

4. Bagi kaum perempuan jangan merasa takut dan malu apabila mengalami

kejahatan asusila. Di upayakan untuk tetap melaporkan kepada pihak

yang berwenang agar tidak menimbulkan korban yang lebih banyak

dikemudian hari.
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